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PUTUSAN
Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pyk
Z (P z
):-’3)5/ J\E”j}\—/;f
PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Piladang, XXX,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjahit,
tempat kediaman di Jorong XXX, Kecamatan Akabiluru,
Kabupaten Lima Puluh Kota, Koto Tangah Batu Ampa,
Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat,
dengan alamat elektronik di: istinanova9@gmail.com
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Payakumbuh, XXX,
agama lIslam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh
Harian Lepas, tempat kediaman di XXX, Kecamatan
Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Talang,
Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka

sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2024
telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Payakumbuh dengan register Nomor 630/Pdt.G/2024/PA.Pyk tanggal
10 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat
pada tanggal 01 Mei 2010 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan
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Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

XXX/01/V/2010 tanggal 03 Mei 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan
dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua
Penggugat di Jorong XXX, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh
Kota selama 4 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah
sendiri di Jorong XXX, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota
sampai berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1
(satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK, perempuan, Nik XXX,
tempat tanggal lahir Seberang Parit/ XXX, pendidikan pelajar SLTP;
(Sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat)

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan
terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit
didamaikan sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan April 2024;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April 2024;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
adalah karena:

a) Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan
rumah tangga bersama disebabkan karena Tergugat malas bekerja,
sehingga Penggugatpun ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan
rumah tangga bersama, bahkan ketika Penggugat mengingatkan
Tergugat untuk merubah sikap Tergugat tersebut, Tergugat selalu
marah kepada Penggugat, sampai berkata-kata kasar kepada
Penggugat;

b) Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat,
seperti mendorong tubuh Penggugat, menampar wajah Penggugat
sampai memar, bahkan Tergugat juga melakukan kekerasan kepada
anak Penggugat dengan Tergugat sebanyak 6 kali, yakni Tergugat

menampar wajah anak tersebut sampai memar;
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c) Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, yakni Tergugat lebih
mementingkan diri sendiri dan hobinya bermain handphone dari pada
Penggugat, dan ketika Penggugat membutuhkan Tergugat, Tergugat
tidak pernah ada untuk Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat
dan Tergugat terasa hambar;

d) Tergugat enggan melaksanakan kewajiban agama, seperti sholat
fardhu, sholat jum'at, puasa, dan ibadah lainnya;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak
bulan April 2024 hingga sekarang selama 6 bulan, Penggugat dan Tergugat
telah berpisah ternpat tinggal karena Tergugat telah
pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah
rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah sendiri di
Jorong Tambun ljuk, Nagari Koto Tangah Batu Ampa, Kecamatan Akabiluru,
Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Tergugat bertempat tinggal di rumah
orang tua Tergugat di RT 02 RW 04, Kelurahan Talang, Kecamatan
Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan lamanya,
maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana
mestinya karena sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi
melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara
dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan
lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang
berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun
lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama

tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil

kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
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Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap
sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya
dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
karena alasan yang sah;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap
sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil’/kuasa hukumnya
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya
dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
karena alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar
menunggu dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan
dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016,
bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui
proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan
tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai
pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat dalam sidang
tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah

mengajukan bukti-bukti berupa:
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A.Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/01/\V/2010, tanggal 03 Mei

2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi

Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh

Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi

tanggal, diberi tanda P..

B.Bukti Saksi.
1. SAKSI |, tempat/tanggal lahir, KotoBaru Batu Hampa/ XXX, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan lbu Rumah Tangga, bertempat
tinggal di Jorong XXX, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh
Kota, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan pada
pokoknya sebagai berikut:
® saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara
sepupu Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggat yang saksi
kenal sejak menikah dengan Penggugat;

® Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
menbina rumah tangga terakhir dirumah bersama di Jorong
Tambun ljuak, Nagari Koto Tangah Batu Ampa, Kecamatan
Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota,;

® rari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1
(satu) orang anak yang bernama ANAK;

® Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu,
sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

® penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka melakukan
kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat
juga tidak mencukupi nafkah dalam rumah tangga sehingga
Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

® Saksi mengetahui karena saksi pernah melihat sendiri bekas lebam
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ditangan Penggugat yang menurut keterangan Penggugat
disebabkan karena tendangan Tergugat ;

® Setahu saksi Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik
kepada anak Penggugat dan Tergugat;

® Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih
kurang 06 (enam) bulan yang lalu;
Setahu saksi Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
Saat ini Penggugat tetap tinggal dirumah rumah bersama
sedangkan Tergugat kembal kerumah orang tuanya;

® Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi
berkomunikasi;

® Setahu selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak
pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah
tidak memperdulikan Penggugat lagi;

® Upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah
dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;;

2. SAKSI I, tempat/tanggal lahir, Seberang Parit/XXX, agama Islam,

pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di

Jorong XXX, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota,

dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan pada

pokoknya sebagai berikut:

® Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah bibi
Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggat yang saksi kenal
sejak menikah dengan Penggugat;

® bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
menbina rumah tangga terakhir dirumah bersama di Jorong
Tambun ljuak, Nagari Koto Tangah Batu Ampa, Kecamatan
Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota;

® bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;

® bahwa skhidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 1 (satu) tahun yang
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lalu, sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang terus menerus;
® bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat bersikap
dan bersifat kasar suka berkata kasar kepada Penggugat dan
sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat dan
anaknya, serta tidak memberikan nafkah yang cukup kepada
Penggugat dan anaknya;
® bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah mendengar langsung
Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat serta saksi pernah
melihat bekas memar ditangan Penggugat karena ditendang
Tergugat ;
® bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
lebih kurang 06 (enam) bulan yang lalu;
® bahwa setahu saksi Tergugat yang pergi dari rumah kediaman
bersama;
® bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal dirumah rumah bersama
sedangkan Tergugat kembal kerumah orang tuanya;
® bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak
pernah lagi berkomunikasi;
® bahwa setahu selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan
tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat
sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
® bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat
pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak
berhasil
Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima serta membenarkannya, juga telah mencukupkan dengan alat-alat
bukti yang diajukannya tersebut;
Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara

tertulis, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan
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Penggugat dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan
Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, Hakim
cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat
adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a)
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (vide
penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal
perceraian karena Cerai Gugat, maka perkara ini menjadi wewenang
Pengadilan Agama (absolute competentie);

Menimbang, bahwa saat ini Tergugat bertempat kediaman di wilayah
Kota Payakumbuh yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama
Payakumbuh, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Payakumbuh
berwenang mengadili perkara a quo (relative competentie);

Menimbang, bahwa terhadap para pihak a quo telah dilakukan
pemanggilan sidang;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat telah dilakukan pemanggilan
berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara
Elektronik;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Penggugat in person
hadir di persidangan,;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah pula dilakukan
pemanggilan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah
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Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara
Elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan
dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil
atau kuasanya. Setelah Hakim meneliti berita acara panggilan terhadap
Tergugat yang diperkuat dengan print out dari hasil fracking pada aplikasi
“‘Pos Aja!” yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah
dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan ketentuan seperti yang disebut
di atas dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu
halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan
bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang
menghadap ke persidangan, tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan
diadili tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak pernah menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir.
Maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Penggugat a
quo diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap
persidangan, maka mediasi tidak dapat diperintahkan oleh  Hakim untuk
dilaksanakan karena berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 17 ayat
(1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi baru bisa dilaksanakan
(diwajibkan) jika kedua belah pihak pada hari sidang yang telah ditentukan
hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 65
Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal
31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim telah

berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan
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nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan
ikatan perkawinannya dengan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak

berhasil;

Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan
Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah
goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah
tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan
karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan
rumah tangga bersama disebabkan karena Tergugat malas bekerja,
Tergugat selalu marah kepada Penggugat, sampai berkata-kata kasar
kepada Penggugat dan sering melakukan tindakan kekerasan kepada
Penggugat, Tergugat juga kurang perhatian kepada Penggugat, yakni
Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dan hobinya bermain handphone
dari pada Penggugat,enggan melaksanakan kewajiban agama, seperti
sholat fardhu, sholat jum'at, puasa, dan ibadah lainnya yang puncaknya terjadi
sekitar April 2024 dan akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah
rumah lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya sampai sekarang dikarenakan
Penggugat pergi dari kediaman bersama. Sampai sekarang antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri.
Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi
membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat, dan ingin mengakhiri

hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian;

Analisis Pembuktian.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap atau setidak-tidaknya
tidak membantah dalil-dalil permohonan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah
menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat

ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz 1 hal. 405 yang berbunyi:
1 ] 1 ) 4 c// %9 ° ; o - 1 o ~
bl o= Vb 525 Sl Clall S8 1 S ) 05 0
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"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian
tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan guguriah

haknya".

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka
Penggugat tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan
mengajukan alat-alat bukti yang cukup:

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak
boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut
ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Penggugat
setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan
karenanya Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara
Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam
rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran
tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran
tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi
terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian
adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa disisi lain, pada asasnya berdasarkan Pasal 149 ayat
(1) R.Bg, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap/dapat diterima dengan tidak
hadirnya Tergugat (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan
verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan,
oleh karenanya untuk menguiji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan
beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, disisi lain perkara a quo adalah
mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan, Hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian

harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri
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tidak dapat rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan
antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,
maka untuk memenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, maka Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang
dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH
Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan a quo:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-daliinya telah
mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai
oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat
P. cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, merupakan
akta autentik, maka telah sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg jis. Pasal 1868 dan
Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020
tentang Bea Meterai, sehingga bukti a quo bemilai sebagai alat bukti yang telah
memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna, bukti a guo mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang
keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan
Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat
bahwa Penggugat dan Tergugat adalah subjek hukum yang benar atau bukan
orang lain, juga terbukti diantara keduanya terikat hubungan perkawinan yang sah
dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona
standli in judicio);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang
perselisihan dan pertengkarannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa
dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah
memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bgjis.
Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134
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Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak
terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah
memberikan keterangan di bawah sumpah serta didengar keterangannya secara
terpisah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat dan saksi 2 (dua)
Penggugat, menerangkan mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara
Penggugat dan Tergugat yang sudah satu tahun lebih lamanya dan antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi, adalah fakta yang
dilihat/didengar/dialami sendiri dan bukan pendapat atau kesimpulan sendiri dan
relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, juga keterangan
yang disampaikan saksi-saksi cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur
dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut

memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Fakta Hukum
Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat permohonan

Penggugat, beserta alat-alat bukti yang dihadirkan Penggugat di muka

persidangan, Hakim meng-konstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan

fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada
tanggal 01 Mei 2010;

b. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis dan telah dikaruniai seorang anak ;

c. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap
Tergugat yang membuat Penggugat dan anak-anak tidak nyaman serta
tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anaknya ;

d. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang
sudah kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;

e. Bahwa terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat adalah

dikarenakan Penggugat pergi dari kediaman bersama;
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f. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat, namun usaha

tersebut tidak berhasil.

Pertimbangan Petitum Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim
memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri
terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami
isteri’ dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas
bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang menikah
pada tanggal 01 Mei 2010 dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka
dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas
menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan antara lain karena persoalan Tergugat tidak
menghargai Penggugat sebagai suami, Tergugat sering membantah omongan
Penggugat; Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat karena lebih
mementingkan dirinya dan pekerjaannya; serta karena Tergugat tidak jujur dan
terbuka kepada Penggugat jika melakukan sesuatu hal. Perselisihan tersebut
semakin memuncak yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah
rumah lebih kurang sejak satu tahun yang lalu, meskipun pihak keluarga sudah
berusaha mendamaikan/menasehari, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga
tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan
telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak

lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya
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fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang sudah 6
(enam) bulan lamanya, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi
komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala
perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan antara
Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam
rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak
beperkara, sementara Hakim juga selalu berupaya menasihati Penggugat agar
kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai
dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi
indikasi yang kuat bagi bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat
telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi
utama perkawinan, maka  dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur
“terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka
dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah
(broken marriage) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk
ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah
sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim
berperndapat bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak
perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya
perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (Putusan Mahkamah
Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan  melihat
bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat
tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah
(broken marriage) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati
antara keduanya, dimana hal tersebut merupakan landasan utama dalam
mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah,

karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya
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dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana
maksud ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat
dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah
untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika
Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak
lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan
bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah
tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak beperkara tidak lagi
lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat
dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah
memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula
dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat
dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan berdasarkan
catatan status perkawinan dalam bukti (P.) antara Penggugat dan Tergugat
belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugatt yang
dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢
Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra,
oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak

satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas,
gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan,
maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat

dapat diputus dengan verstek;

Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara sudah sepatutnya dan berdasar hukum dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan:
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di depan sidang, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan versek sebagian;
Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (Istina Nova binti Faisal);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)
Penutup.

Demikian diputus pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2024Masehi
bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Ahmad
Affendi, S.Ag, sebagai Hakim Tunggal. berdasarkan Dispensasi/ Izin Sidang
Dengan Hakim Tunggal Nomor 89/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 16 Juni 2022.
Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan
disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan
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dibantu oleh Husna Hayati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Ahmad Affendi, S.Ag..

Panitera Pengganti

Husna Hayati, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp30.000,00
2. Proses Rp65.000,00
3. Panggilan Rp48.000,00
4. PNBP Panggilan | Rp20.000,00
5. Redaksi Rp10.000,00
6. Materai Rp10.000,00
Jumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga
ribu rupiah);
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